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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

            Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai 

bagaimana “Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa 

Sumodikaran dalam perspektif Good Governance”. Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan, pengelolaan BKKD untuk pembangunan jalan poros desa di Desa 

Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Tahun Anggaran 2025, 

sebagai berikut. 

1. Transparansi pengelolaan BKKD 

            Transparansi baru mencapai tahap prosedural, belum substantif. 

Instrumen formal seperti banner pengumuman, papan informasi proyek, 

dan forum Musdes sudah tersedia, namun keempat variabel dalam  

transparansi UNDP belum terpenuhi secara memadai: distribusi informasi 

tidak merata secara geografis sehingga warga Dusun Tempuran tidak 

mendapat informasi resmi; hambatan kultural berupa budaya sungkan dan 

disparitas akses berdasarkan posisi sosial menjadi penghalang nyata 

aksesibilitas; dokumen teknis seperti RAB, APBDesa Perubahan, RKP 

Desa, dan BKU yang mencatat 29 transaksi tidak dapat diakses publik 

sehingga masyarakat tidak memiliki instrumen verifikasi mandiri; serta 

sosialisasi tatap muka yang merata tidak pernah dilakukan. Website resmi
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desa tidak memuat informasi terkini tentang BKKD, padahal platform ini 

merupakan saluran transparansi yang paling efisien dan dapat menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat. 

2. Akuntabilitas pengelolaan BKKD 

            Akuntabilitas berpola asimetris: kuat pada dimensi vertikal, cukup 

aktif namun tidak terlihat pada dimensi horizontal, dan masih sangat lemah 

pada dimensi sosial. Akuntabilitas vertikal kepada Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro berjalan baik: laporan disampaikan tepat waktu melalui 

Siskeudes, penyerapan anggaran mencapai 99,8 persen dari RAB (realisasi 

Rp1.741.324.270,16 dari RAB Rp1.744.635.360,00), dan konsistensi 

perencanaan antara Matrix RPJMDes dan BKU terjaga. Akuntabilitas 

horizontal melalui BPD berjalan aktif dengan kunjungan lapangan dan 

permintaan dokumen formal, namun hasilnya tidak dikomunikasikan 

kepada masyarakat sehingga tidak berkontribusi pada kepercayaan publik. 

Akuntabilitas sosial merupakan titik terlemah: LPJ ditolak aksesnya dengan 

alasan privat, yang secara langsung bertentangan dengan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; BKU yang 

kaya data tidak dikenal oleh masyarakat umum; dan ketiadaan mekanisme 

pengaduan yang terstruktur melemahkan prinsip enforceability. 
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3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BKKD 

            Partisipasi baru bersifat prosedural, belum substantif. Proses 

perencanaan sudah melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, dan 

penetapan APBDesa dengan program jalan poros desa tercantum dalam 

Matrix RPJMDes sebagai item nomor 74, namun keterlibatan yang 

bermakna belum terwujud pada empat unsur partisipasi UNDP. Warga 

Dusun Tempuran tidak mendapat undangan langsung dan tidak pernah 

mendapat sosialisasi yang disengaja; perempuan hadir secara fisik dalam 

forum namun tidak aktif berbicara; dan pemuda tidak dilibatkan sama sekali. 

Susunan Timlak dalam SK Kepala Desa Nomor 

188/31/KEP/412.414.12/2025 tidak memuat unsur masyarakat, dan tidak 

ada satu pun tugas Timlak yang mewajibkan fasilitasi partisipasi warga. 

Sosialisasi sebelum forum tidak dilaksanakan sehingga partisipasi 

berlangsung tanpa bekal informasi yang memadai. Tidak ada satu pun 

informan masyarakat yang pernah dilibatkan secara resmi dalam 

pemantauan fisik proyek. 

 

B. Saran  

1. Bagi Pemerintah Desa Sumodikaran 

            Pemerintah Desa Sumodikaran perlu segera mempublikasikan 

dokumen pertanggungjawaban BKKD secara terbuka melalui website resmi 

desa, papan pengumuman di setiap dusun, dan grup WhatsApp warga. Pada 
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siklus BKKD berikutnya, sosialisasi tatap muka di setiap dusun harus 

dilaksanakan sebelum Musrenbangdes, undangan tertulis langsung 

disampaikan kepada seluruh warga Dusun Tempuran, unsur masyarakat 

perlu dimasukkan dalam susunan Timlak dengan tugas eksplisit 

memfasilitasi informasi dan pengawasan oleh warga, serta saluran 

pengaduan yang mudah diakses dan aman perlu dibangun. 

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

            DPMD Kabupaten Bojonegoro perlu merancang program capacity 

building terfokus pada komunikasi publik, fasilitasi partisipasi inklusif, dan 

pengelolaan informasi digital bagi aparatur desa. Perbup tentang BKKD 

perlu diperkuat dengan klausul yang secara eksplisit mewajibkan publikasi 

ringkasan dokumen melalui minimal dua saluran, sosialisasi per dusun, 

keterlibatan unsur masyarakat dalam Timlak, dan penyediaan mekanisme 

pengaduan. Inspektorat disarankan memperluas cakupan pemeriksaan pada 

aspek transparansi informasi publik dan kualitas partisipasi masyarakat, 

tidak hanya aspek administratif-keuangan. 

3. Bagi Masyarakat Desa Sumodikaran 

             Masyarakat Desa Sumodikaran, khususnya pemuda, kader Karang 

Taruna, dan anggota PKK, diharapkan semakin aktif dalam proses 

perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Masyarakat perlu 

memahami bahwa mereka berhak meminta dokumen pertanggungjawaban 

BKKD berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
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Keterbukaan Informasi Publik, dan hak ini tidak perlu mereka rasa sungkan 

untuk digunakan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

            Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan pendekatan mixed 

method yang menggabungkan data kualitatif dengan survei kuantitatif 

terhadap seluruh kepala keluarga di Desa Sumodikaran. Penelitian 

komparatif antara Desa Sumodikaran dan desa penerima BKKD lainnya di 

Kecamatan Dander atau Kabupaten Bojonegoro akan memungkinkan 

identifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi. Kajian tindak lanjut pada 

siklus BKKD berikutnya juga akan memungkinkan evaluasi atas 

implementasi rekomendasi penelitian ini.
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